Menimbang

Mengingat

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BADUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Badung;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Penetapan Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015

tentang Kode dan Data  Wilayah  Administrasi
Pemerintahan;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-4620

Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati
Badung Provinsi Bali;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

Menetapkan

dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Bupati adalah Bupati Badung.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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BAB II
PENETAPAN DESA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 46 Desa di wilayah
Daerah yaitu :

1. Desa Belok/Sidan;
2. Desa Carangsari;
3. Desa Petang;
4. Desa Pelaga;
5. Desa Sulangai;
6. Desa Pangsan;
7. Desa Getasan;
8. Desa Darmasaba;
9. Desa Ayunan,;
10. Desa Abiansemal,
11. Desa Bongkasa;
12. Desa Punggul;
13. Desa Blahkiuh;
14. Desa Sangeh;
15. Desa Sibangkaja;
16. Desa Sibanggede;
17. Desa Angantaka,;
18. Desa Sedang;
19. Desa Taman;
20. Desa Jagapati;
21. Desa Dauh Yeh Cani;
22. Desa Selat;
23. Desa Mambal;
24. Desa Mekar Bhuana;
25. Desa Bongkasa Pertiwi;
26. Desa Buduk;
27. Desa Sobangan;
28. Desa Baha;
29. Desa Werdi Bhuana;
30. Desa Mengwitani;
31. Desa Penarungan;
32. Desa Gulingan,;
33. Desa Kekeran;
34. Desa Munggu;
35. Desa Sembung;
36. Desa Tumbakbayubh;
37. Desa Pererenan;
38. Desa Cemagi;
39. Desa Mengwi;



40. Desa Kuwum;

41. Desa Canggu;

42. Desa Tibubeneng;
43. Desa Dalung;

44. Desa Ungasan;
45. Desa Pecatu;dan
46. Desa Kutuh.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3
(1) Pemerintah Daerah melakukan Penetapan dan Penegasan

batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan dan Penegasan
Batas Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 14 Desember 2015

Pj. BUPATI BADUNG,
ttd.

NYM. HARRY YUDHA SAKA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI
BALI : (9/2015)



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,
ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina
NIP. 19710901 199803 1 009



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN DESA

[. UMUM
Kabupaten Badung terdiri atas 6 (enam) Kecamatan dan 46 (empat
puluh enam) Desa. Keberadaan Desa-Desa di Kabupaten Badung, belum
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu
dilakukan penetapan desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, dalam rangka penetapan desa Pemerintah Daerah harus
melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Melakukan inventarisasi desa-desa yang ada di daerah, untuk
mendapatkan kode desa;

b. Hasil inventarisasi menjadi dasar Pemerintah Daerah menetapkan desa
dengan Peraturan Daerah; dan

c. Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa, harus ditetapkan paling
lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa.

Pemerintah telah menetapkan kode desa dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan, termasuk Desa-desa di Kabupaten Badung,
sehingga harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Penetapan Desa,
sebagai landasan dalam penegasan batas wilayah desa, penetapan
kewenangan desa, dan pembentukan organisasi Pemerintah Desa.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
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